
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG  
 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 17 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

PENCABUTAN PERATURAN BUPATI 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2015  
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  

NOMOR 5 TAHUN 2012 RETRIBUSI JASA USAHA JENIS RETRIBUSI TEMPAT 
REKREASI, TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 dan Pasal 28 
Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, 
dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian 
tempat rekreasi, Pariwisata dan Olahraga yang 

disediakan dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah 
Daerah, struktur dan besarnya tarif retribusi objek 

wisata yang terdapat di dalam Peraturan Bupati Nomor 
28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Derah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang 

Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi 
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak sesuai 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa 
Usaha; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan 

Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 28 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi 
Di Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor  28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negar 
Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan 
Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

republik Indonesia Nomor 4286); 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor  15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggung jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di 

Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934); 

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4966); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan dan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234);  

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 2) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 
Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga AtasPeraturan 
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 1 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 
Daearah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 66); 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 5); 

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 46); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan   : PENCABUTAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN TULANG 
BAWANG BARAT NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA JENIS 
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DI KABUPATEN TULANG 

BAWANG BARAT  
 

Pasal 1  
 

Peraturan Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 28 Tahun 2015 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 

Tentang Retribusi Jasa Usaha Jenis Retribusi Tempat Rekreasi di Kabupaten 
Tulang Bawang Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. 



Pasal 2 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat. 

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal, 22 Februari 2016  
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 
 

       dto.  

 

UMAR AHMAD 

 
Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal, 23 Februari 2016  

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 

       dto. 

HERWAN SAHRI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016 
NOMOR  

 
Salinan sesuai dengan aslinya 
      Kepala Bagian Hukum,  

 

 

 

  

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 
     NIP. 19770409 200212 1 008 

 

 

 


